KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCOR 51 TAHUN 2003
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAL SURVEYCOR PEMETAAN

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

bahwa dal am rangka neni ngkatkan nutu, prestasi, pengabdian, dan
semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
di tugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsi onal Sur veyor
Penet aan, di pandang perlu menberi kan Tunj angan Jabatan Fungsi ona
Surveyor Penetaan dengan Keputusan Presiden;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nonor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok
Kepegawai an (Lenbaran Negara Tahun 1974 Nonor 55, Tanbahan
Lenmbaran Negara Nonmor 3041) sebagai mana tel ah di ubah dengan
Undang- undang Nonor 43 Tahun 1999 (Lenbaran Negara Tahun 1999
Nonor 169, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3890);

3. Peraturan Penerintah Nonor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lenmbaran Negara Tahun 1977 Nonor
11, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3098) sebagai mana tel ah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Penerintah
Nonor 11 Tahun 2003 (Lenbaran Negara Tahun 2003 Nonor 17);

4, Peraturan Penerintah Nonor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Tahun 1994
Nonor 22, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3547);

5. Peraturan Penerintah Nonor 9 Tahun 2003 tentang Wwenang
Pengangkat an, Pem ndahan, dan Penberhentian Pegawai Negeri
Si pil (Lenbaran Negara Tahun 2003 Nonor 15, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 4263);

6. Keput usan Presiden Nonor 87 Tahun 1999 tentang Runmpun Jabat an
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menet apkan: KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN
FUNGSI ONAL  SURVEYOR PEMETAAN.

Pasal 1

Dal am Keputusan Presiden ini yang dinmaksud dengan Tunjangan
Jabat an Fungsi onal Surveyor Penetaan, yang selanjutnya disebut
dengan Tunjangan Surveyor Penetaan adalah tunjangan jabatan
fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
di angkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsiona
Surveyor Penetaan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan yang ber| aku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara



penuh dalam Jabatan Fungsional Surveyor Penetaan, diberikan
Tunj angan Surveyor Penetaan setiap bul an.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Surveyor Penetaan sebagai mana di maksud dal am
Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dal am Lanpiran Keputusan
Presi den ini.

Pasal 4

Penberi an Tunjangan Surveyor Penetaan di hentikan apabila Pegawai
Negeri Sipil sebagai mana di maksud dal am Pasal 2, diangkat dal am
jabatan struktural atau jabatan fungsional |ain atau karena hal
l ain yang nengaki batkan penberian tunjangan dihentikan sesuai
dengan ket entuan peraturan perundang-undangan yang ber| aku.

Pasal 5
Ketentuan | ebi h [anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Keputusan
Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepal a Badan
Kepegawai an Negara, baik secara bersanma-sama naupun secara
sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masi ng- masi ng.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini nulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 2003
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNCPUTRI
LAMPI RAN
KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

NOVOR @ 51 TAHUN 2003
TANGGAL : 8 JuLl 2003

TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAL SURVEYCOR PEMETAAN

No JABATAN FUNGSI ONAL  JABATAN BESARNYA
TUNJ ANGAN
1 2 3 4

1 Surveyor Penetaan Surveyor Penetaan Maya Rp 700. 000, 00
Ti ngkat ARl
Surveyor Penetaan Mida Rp 400. 000, 00

Surveyor Penetaan Pertanma Rp 200. 000, 00



Surveyor Penet aan
Ti ngkat Ter anpi

Surveyor Penetaan Penyelia Rp 240. 000, 00

Surveyor Penetaan Rp 200. 000, 00
Pel aksana Lanj ut an

Surveyor Penetaan Rp 130. 000, 00
Pel aksana

Surveyor Penetaan Rp 100. 000, 00

Pel aksana Penul a

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
MEGAWATI SCEKARNCPUTRI



